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ABSTRAK 

FUNGSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM 

MENANGANI PERBUDAKAN MODERN DI INDUSTRI PERIKANAN 

THAILAND, 2015-2019 

 

Oleh 

Radina Fitri Lediamelia 

 Industri perikanan Thailand dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan 

sorotan dunia internasional pasca publikasi media global The Guardian pada 2014 

mengungkap praktik perbudakan modern yang dialami para pekerja. Kehadiran 

ILO dalam membantu menangani perbudakan modern di industri perikanan sangat 

penting, mengingat masih belum berhasilnya upaya pemerintah Thailand dalam 

menangani permasalahan terkait perburuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengeksplorasi pelaksanaan fungsi organisasi internasional oleh ILO dalam 

menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand tahun 2015-2019. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data 

sekunder dan menggunakan konsep perbudakan modern dan HAM, serta teori 

fungsi organisasi internasional untuk mengeksplorasi enam fungsi yang 

dilaksanakan ILO dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan 

Thailand. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ILO telah melaksanakan fungsinya 

sebagai organisasi internasional. Pertama, ILO melaksanakan fungsi norma 

dengan menetapkan norma dalam mewujudkan kondisi dan lingkungan kerja yang 

layak yang didukung dengan pelaksanaan fungsi pembuat dan pelaksanaan 

peraturan melalui pembentukan konvensi dan program serta pengawasan terhadap 

norma yang telah ditetapkan. Fungsi rekruitmen dijalankan dengan melibatkan 

berbagai pihak dalam upaya menangani perbudakan modern di industri perikanan 

Thailand yang didukung pelaksanaan fungsi sosialisasi dalam mentransfer norma 

yang dibawa ILO agar dapat menjalankan fungsi operasionalnya yaitu membantu 

menangani permasalahan terkait perburuhan. 

Kata Kunci: International Labour Organization, Perbudakan Modern, Industri 

Perikanan, Thailand 



 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

THE FUNCTIONS OF INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 

(ILO) IN ADDRESSING MODERN SLAVERY IN THAILAND’S FISHING 

INDUSTRY, 2015-2019 

 

By 

Radina Fitri Lediamelia 

 

Thailand's fishing industry in recent years has received international attention 

after the publication of the global media The Guardian in 2014 revealed modern 

slavery practices experienced by workers. The presence of International Labour 

Organization or ILO in helping to address modern slavery in the fishing industry 

is very important, considering that the Thai government's efforts has not been 

successful in dealing with the problem. This study aims to explore the 

implementation of the functions of international organizations by ILO in 

addressing modern slavery in Thailand’s fishing industry in 2015-2019. This 

study is a qualitative research with collecting secondary data and using the 

concepts of modern slavery and human rights, along with the function of 

international organizations theory to explore the six functions carried out by ILO 

in addressing modern slavery in Thailand’s fishing industry. The result of this 

study indicate that ILO has carried out its function as an international 

organization. First, ILO has  carried out its normative function by setting norms in 

creating decent working conditions and environment which is supported with the 

implementation of rule making and rule application functions through the 

establishment of conventions and programs along with supervision on the 

established norms. The recruitment function is carried out by involving various 

parties in an effort to address modern slavery in Thailand’s fishing industry which 

is supported with the socialization function in transferring ILO norms in order to 

carry out its operational function in addressing labor-related problems. 

Keywords: International Labour Organization, Modern Slavery, Fishing Industry 

Thailand 
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MOTTO 

 

 

 

God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it 

takes a lot of faith, but it’s a worth the wait. 

 

 

 

“You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today” 

(Abraham Lincoln) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  

 Perbudakan modern merupakan salah satu isu hak asasi manusia yang 

dihadapi dunia internasional saat ini, di mana perang memberantas perbudakan 

modern merupakan salah satu target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan 

yang menjadi tujuan global (Sustainable Development Goals, 2015). Berbagai 

negara pun telah berupaya untuk meningkatkan regulasi dalam mengatasi 

perbudakan modern. Sebagai isu multidimensi, perbudakan modern hingga saat 

ini belum memiliki definisi yang diakui secara global, tetapi ia diakui sebagai 

bentuk ekspresi yang berkaitan dengan praktik eksploitatif seperti kerja paksa, 

pernikahan paksa, dan perdagangan manusia (Nolan, 2019). 

 Global Slavery Index (GSI) sebuah studi global mengenai perbudakan 

modern yang diterbitkan oleh organisasi hak asasi manusia asal Australia, yaitu 

Walk Free Foundation (WFF) mencatat perkiraan angka perbudakan modern yang 

terus meningkat sejak tahun 2013, di mana pada tahun 2013 diperkirakan 29,8 juta 

orang hidup di bawah perbudakan modern secara global, angka ini terus 

meningkat menjadi 35,8 juta pada tahun 2014 (Walk Free Foundation, 2014). GSI 

juga mencatat sepuluh negara dengan tingkat perkiraan jumlah populasi dalam 

perbudakan modern tertinggi pada tahun 2013 hinga 2014 secara global yang 

ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 10 Negara Populasi Dalam Perbudakan Modern Tertinggi 2013 

No. Negara Perkiraan Populasi  

dalam Perbudakan Modern 

1. India 13.956.010 

2. Tiongkok 2.949.243 

3. Pakistan 2.127.132 

4. Nigeria 701.032 

5. Ethiopia 651.110 

6. Russia 516.217 

7. Thailand 472.811 

8. Republik Kongo 462.327 

9. Myanmar 384.037 

10. Bangladesh 343.192 

Sumber: Global Slavery Index 2013 

   

Tabel 2.2 10 Negara Populasi Dalam Perbudakan Modern Tertinggi 2014 

No. Negara Perkiraan Populasi  

dalam Perbudakan Modern 

1. India 14.285.700 

2. Tiongkok 3.241.400 

3. Pakistan 2.058.200 

4. Uzbekistan 1.201.400 

5. Russia 1.049.700 

6. Nigeria 834.200 

7. Republik Kongo 762.900 

8. Indonesia 714.100 

9. Bangladesh 680.900 

10. Thailand 475.300 

Sumber: Global Slavery Index 2014 

 Pada tahun 2015 tercatat perbudakan modern menembus angka 40,3 juta 

orang, di mana 24,9 juta orang menjadi korban kerja paksa. Para korban kerja 

paksa bekerja di bawah ancaman atau paksaan sebagai pekerja rumah tangga, 

industri seks, industri perikanan dan industri-industri lainnya. Selanjutnya, 15,4 

juta orang terlibat dalam pernikahan paksa yang berujung pada perbudakan rumah 
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tangga. Selama lima tahun terakhir diperkirakan 89 juta orang mengalami 

beberapa bentuk perbudakan modern dalam periode waktu yang beragam mulai 

dari beberapa hari hingga tahunan (ILO, 2017). 

 Berdasarkan peringkat sepuluh negara dengan angka perkiraan perbudakan 

modern tertinggi secara global yang dikeluarkan dalam GSI, terlihat sebagian 

besar merupakan negara-negara yang berada di Asia Pasifik. Asia Pasifik 

merupakan wilayah dengan jumlah korban perbudakan modern tertinggi di dunia. 

Berdasarkan data terdapat 73% korban eksploitasi seksual, 68% korban kerja 

paksa oleh otoritas negara, 64% korban kerja paksa dan 42% korban kawin paksa. 

Selain itu wilayah ini juga memiliki prevalensi kerja paksa tertinggi di dunia 

(Walk Free Foundation, 2018). 

 Pada tahun 2014 media global The Guardian mengungkap pelanggaran 

hak asasi manusia melalui perbudakan modern yang terjadi di negara wilayah 

Asia Pasifik, yaitu Thailand. Thailand sendiri merupakan negara yang rentan akan 

terjadinya perbudakan modern. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan 

Kamboja, Myanmar, Laos dan Malaysia menempatkan Thailand sebagai negara 

yang strategis untuk transit maupun tujuan perdagangan manusia yang kemudian 

berujung pada perbudakan modern, kemudian perekonomian Thailand yang lebih 

baik dibanding negara-negara tetangganya menarik perhatian pekerja migran 

untuk bekerja di Thailand yang membuat mereka terjebak dalam perbudakan 

modern. Perbudakan modern di Thailand sebagian besar terjadi di industri 

perikanan. Industri perikanan Thailand merupakan industri besar yang menjadi 

salah satu sektor utama negara ini dan menempatkan Thailand menjadi salah satu 

negara dengan ekspor hasil perikanan terbesar di dunia (Mutaqin, 2018) 

 The Guardian mengungkap bahwa para pekerja di industri perikanan 

Thailand sebagian besar berasal dari korban perdagangan manusia, di mana 

mereka disiksa, dianiaya hingga dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut. Para 

pekerja juga dipaksa bekerja tanpa imbalan selama bertahun-tahun di bawah 

ancaman kekerasan (The Guardian, 2014). Diperkirakan terdapat 500.000 orang 

hidup dalam perbudakan di Thailand dan sebagian besar berada di lautan. 

Pemerintah Thailand memperkirakan terdapat 300.000 orang yang bekerja di 
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industri perikanan di mana sebanyak 90% adalah pekerja migran yang rentan 

terhadap perdagangan orang di laut (Hodal & Kelly, 2014). 

Hasil investigasi The Guardian menyebabkan industri perikanan Thailand 

mendapatkan banyak sorotan dari dunia internasional. Hal ini berdampak pada 

diturunkannya peringkat Thailand dari tingkat 2 ke tingkat 3 Trafficking Victim 

Protection Act (TVPA) oleh Amerika Serikat. Penurunan ke tingkat terendah ini 

menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Thailand belum mampu mengatasi 

perdagangan manusia, pembunuhan dan pemukulan nelayan migran yang 

berlangsung di industri perikanan (U.S. Department of State, 2014). Pada tahun 

2015 Komisi Uni Eropa mengeluarkan kartu kuning terhadap industri perikanan 

Thailand, yaitu peringatan formal pra-identifikasi terhadap Pemerintah Thailand 

untuk segera mengatasi perbudakan modern serta menyatakan akan melarang 

ekspor hasil industri perikanan Thailand ke Eropa jika pemerintah tidak segera 

menyelesaikan permasalahan tersebut (Willhelm, 2020). 

 Pemerintah Thailand menanggapi desakan dunia internasional untuk 

menyelesaikan permasalahan ini dengan menyatakan akan memberantas 

perbudakan modern di industri perikanan. Upaya pemerintah dilakukan dengan 

membentuk undang-undang baru yang mengatur dan meningkatkan kondisi kerja 

di industri perikanan. Pemerintah juga membentuk Labour Coordination Centres 

for The Fishing Sector (LCCS) atau Pusat Koordinasi Kerja untuk sektor 

perikanan yang bertujuan dalam mengelola perekrutan di industri perikanan dan 

membentuk program inspeksi bersama di laut (ILO, 2014).  Namun, upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah ini dianggap gagal, di mana pemerintah gagal dalam 

mengidentifikasi dan membantu para korban perbudakan modern, kemudian 

lemahnya payung hukum dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta 

kurangnya partisipasi sektor swasta sebagai pihak pemberi kerja terus 

melanggengkan praktik perbudakan di industri perikanan (Human Rights Watch, 

2018). 

 Upaya Thailand dalam menangani permasalahan yang terjadi seharusnya 

juga didukung oleh upaya dari organisasi regional kawasan dalam membantu 

menangani permasalahan negara anggotanya. Thailand merupakan negara anggota 
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organisasi regional kawasan Asia Tenggara yaitu Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN). ASEAN sendiri belum melakukan upaya khusus terhadap 

permasalahan yang terjadi, tetapi organisasi ini memiliki konvensi yang berkaitan 

dengan perbudakan modern yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in 

Persons Especially Women and Children (ACTIP) yang dibentuk pada tahun 

2015. ACTIP bertujuan mencegah dan memerangi perdagangan, melindungi dan 

membantu korban perdagangan dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) 

serta mempromosikan kerjasama antar pihak dalam mendukung berjalannya 

tujuan konvensi. Pelaksanaan konvensi ini tentu harus diratifikasi terlebih dahulu, 

dalam hal ini Thailand baru meratifikasi konvensi ini di tahun 2016, sehingga 

belum memberikan dampak yang berarti terhadap permasalahan yang terjadi 

(ASEAN, 2016).  

 ASEAN juga memiliki ASEAN Consensus of The Protection and 

Promotion of The Rights of Migrant Workers yang berfokus pada perlindungan 

dan promosi hak pekerja migran terutama perempuan. Namun, konsensus ini 

hanya melindungi pekerja migran yang terdokumentasi sehingga konsensus ini 

sulit untuk diterapkan pada permasalahan yang terjadi di industri perikanan 

Thailand dengan mayoritas korban adalah pekerja migran yang diperdagangkan 

dari kapal ke kapal diatas laut tanpa dokumen resmi (ASEAN, 2017). Selain itu di 

ASEAN pekerja migran merujuk pada pekerja berbasis darat bukan pekerja 

berbasis laut, sehingga pekerja migran di industri perikanan tidak dijamin dengan 

perlindungan yang sama dengan pekerja migran lainnya, sehingga hal ini juga 

menyulitkan upaya dalam penanganan masalah yang terjadi (Erou & Shahrin, 

2021). 

 Pada akhir 2019 Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat 

mengumumkan penangguhan kebijakan perdagangan preferensial untuk Thailand 

di bawah Generalized System of Preferences (GSP), di mana penangguhan ini 

berpengaruh terhadap 500 produk termasuk produk industri perikanan asal 

Thailand yang mulai berlaku pada April 2020. Langkah ini diambil oleh Amerika 

Serikat sebagai respon atas kegagalan Thailand dalam melindungi hak-hak pekerja 

(United States Trade Representative, 2019). Selain itu, jaringan Thai Seafood 
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Working Group, sebuah jaringan internasional yang berfokus pada permasalahan 

terkait industri perikanan yang dibentuk oleh Humanity United dan Forum Hak 

Buruh Internasional mendesak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk 

menurunkan peringkat Thailand dalam TVPA yang  naik menjadi tingkat 2 pada 

Laporan Trafficking in Persons (TIP) 2020 ke daftar pantauan tingkat 2 dengan 

alasan masih kurangnya perlindungan pekerja yang menyebabkan terus 

berlangsungnya perbudakan modern (Human Rights Watch, 2020). 

 Perbudakan modern sebagai bentuk permasalahan hak asasi manusia yang 

dialami oleh pekerja di industri perikanan Thailand berkaitan erat dengan 

organisasi internasional yang mengatur permasalahan hak pekerja yaitu ILO. ILO 

merupakan organisasi buruh internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB). Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial 

dan hak asasi manusia terutama hak tenaga kerja yang diakui secara internasional, 

serta berupaya dalam mempromosikan lingkungan kerja yang layak bagi setiap 

pekerja dan pekerjaan yang layak untuk semua.  

 ILO merupakan satu-satunya badan tripartit di bawah PBB dengan 

perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja, di mana struktur tripartit 

menjadikan organisasi ini sebagai forum di mana pemerintah dan mitra sosial 

ekonomi dari negara-negara anggotanya dapat bertukar pikiran dalam 

memperdebatkan dan menentukan standar dan kebijakan perburuhan (ILO, 1919). 

ILO menjalankan tugasnya sebagai organisasi buruh internasional melalui delapan 

konvensi fundamental yang mencakup prinsip hak-hak dasar di tempat kerja, 

yaitu: (ILO, 2017) 

1. Konvensi Kerja Paksa 1930 (No.29) 

2. Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak 

Berorganisasi 1948 (No.87) 

3. Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama 1949 

(No.98) 

4. Konvensi Remunerasi yang Setara 1951 (No.100) 

5. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa 1957 (No.105) 

6. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) 1958 (No.111) 
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7. Konvensi Usia Minimum 1973 (No.138) 

8. Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 1999 

(No.182)  

 Selain delapan konvensi fundamental di atas, ILO juga memiliki instrumen 

perburuhan lainnya termasuk standar perburuhan internasional terkait industri 

perikanan, salah satunya Konvensi Bekerja di Perikanan 2007 (No.188). Hal ini 

dikarenakan terdapat lebih dari 50 juta orang bekerja di industri perikanan, selain 

itu industri ini rentan akan berlangsungnya praktik perbudakan dengan risiko 

tinggi yang ada dalam pekerjaannya dan ILO berkomitmen dalam memastikan 

pekerjaan yang layak serta menghapuskan kerja paksa dan pekerja anak di industri 

perikanan (ILO, 2007).  

 Pemilihan ILO dalam penelitian ini melihat pada permasalahan yang 

terjadi di industri perikanan Thailand merupakan permasalahan yang dialami 

pekerja, sehingga penulis memilih ILO sebagai organisasi buruh internasional 

yang bertujuan dalam mempromosikan HAM terutama hak pekerja. ILO juga 

telah memiliki instrumen terkait perbudakan seperti Konvensi Kerja Paksa 

termasuk konvensi terkait perikanan sehingga berkaitan erat dengan permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini. Terakhir, ILO sebagai Intergovernmental 

Organization (IGO) di bawah naungan PBB terdiri atas negara-negara berdaulat 

melalui perjanjian formal untuk menangani kepentingan bersama yang diatur 

dalam hukum internasional sehingga memiliki hak dalam menjalankan fungsinya 

di negara-negara, sehingga kehadiran ILO dalam penelitian ini sangat penting 

dengan kapasitas yang dimiliki sebagai IGO yang bergerak pada bidang 

perburuhan yang berkaitan dengan permasalahan perbudakan modern di industri 

perikanan Thailand. 

 

1.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian pertama adalah jurnal oleh Norliza Dolhan, Zarina Othman, dan 

Nor Azizan Idris yang berfokus pada perdagangan manusia dan kerja paksa yang 

menjadi ancaman keamanan non tradisional. Permintaan tenaga kerja yang 
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meningkat di pasar global secara tidak langsung telah memperburuk kondisi 

perdagangan manusia saat ini. Mayoritas korban perdagangan dan kerja paksa 

merupakan imigran yang bermigrasi untuk pekerjaan, di mana mereka rentan akan 

penipuan dan eksploitasi oleh agen perekrut yang menyebabkan mereka terjebak 

kerja paksa. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan manusia dan metode 

kualitatif, serta melihat berbagai perspektif dari beberapa ahli (Dolhan, Othman, 

& Idris, 2020). 

 Penelitian kedua adalah jurnal oleh Miriam Wilhem, Alin Kadfaks, 

Vikram Bhakoo, Kate Skattang yang membahas tentang perlindungan hak buruh 

di industri perikanan Thailand dengan melihat respon dari pihak swasta serta 

masyarakat terhadap kasus perbudakan modern. Respon dari pihak swasta dalam 

penelitian ini yaitu tata kelola sebagai pemilik bisnis dalam memastikan 

perlindungan hak asasi manusia dan tenaga kerja dalam rantai pasokan global 

makanan laut di mana akan berfokus pada kebijakan rekruitmen, mekanisme 

pengaduan pekerja, dan asosiasi pekerja. Penelitian ini menggunakan konsep kerja 

paksa dan metode kualitatif (Wilhem, Kadfaks, Bhakoo, & Skattang, 2020). 

 Penelitian ketiga adalah jurnal oleh Peter Vandergeest dan Melissa 

Marschke yang membahas tentang kondisi kerja perikanan di Taiwan dan 

Thailand. Penelitian ini membandingkan kondisi dan hubungan kerja dari dua 

negara tersebut dengan melihat secara khusus pada aspirasi pekerja, rekruitmen 

pekerja, mobilitas kerja, dan kondisi kerja sehari-hari. Kondisi kerja pada 

penelitian ini akan meliat pada pengalaman kerja para pekerja, dan hubungan 

kerja pada hubungan antara pekerja, pemilik kapal, nakhoda, dan agen 

pengawasan. Melalui perbandingan ini kemudian akan dibentuk kerangka kerja 

untuk menjelaskan kondisi dan hubungan kerja di industri perikanan serta 

tindakan yang dapat memberikan peningkatan pada kondisi pekerja (Vandergeesta 

& Marschke, 2021). 

 Penelitian keempat adalah jurnal oleh Rohanatul Matziyah yang 

membahas advokasi perbudakan modern di industri perikanan Thailand melalui 

kampanye kolektif INGO Environmental Justice Foundation (EJF) pada tahun 

2013 yaitu Seafood Not Slavefood. Penulis menggunakan konsep jaringan 
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advokasi internasional yang mendeskripsikan penggunaan strategi politik 

informasi, simbolik, pengaruh dan akuntabilitas pada kampanye Seafood Not 

Slavefood yang dianggap berhasil mengadvokasi kasus praktik perbudakan 

industri perikanan Thailand dengan berjalannya keempat strategi upaya advokasi 

tersebut (Matziyah, 2020). 

 Penelitian kelima adalah jurnal oleh Joan P. Mileski, Cassia Bomer 

Galvao, Zaida Denise Foreste yang membahas tentang perdagangan manusia di 

industri perikanan komersial. Perdagangan manusia di industri perikanan telah 

teridentifikasi secara global, di mana industri ini rentan terhadap kebutuhan 

tenaga kerja murah yang kemudian menyebabkan terjadinya kerja paksa. 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan melihat pada hukum dan 

kebijakan internasional beberapa negara untuk mencegah kerja paksa dan 

perdagangan manusia di laut. Beberapa negara yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah Amerika Serikat, Irlandia, Taiwan, Ethiopia, Uni Emirat Arab, Thailand, 

dan Sudan. Negara-negara tersebut dipilih melalui pertimbangan tiga aspek yaitu 

tingkatan TIP; ruang lingkup geografis dan; keberadaan undang-undang khusus 

maritim di negara (Mileski, Galvao, & Foreste, 2019). 

 Penelitian keenam adalah jurnal oleh Junpa Marpaung yang membahas isu 

pekerja anak di Thailand.  Pekerjaan anak terus meningkat di Thailand sebagai 

akibat dari padatnya lapangan pekerjaan yang memaksa masyarakat dari usia 

dewasa hingga anak-anak untuk bekerja sebagai buruh guna mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Pekerja anak bekerja dengan risiko kerja yang besar dan 

rentan akan kekerasan dalam pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan perspektif pluralis dalam menjelaskan peran penting aktor 

non negara dalam permasalahan yang terjadi (Marpaung, 2018). 

Demikianlah enam penelitian terdahulu yang ditulis oleh beberapa peneliti yang 

relevan mengenai ILO dan permasalahan terkait pekerja dan lingkungan kerja. 

Berikut ini adalah tabel ringkasan dari keenam penelitian tersebut: 
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Tabel 2.1 Tabel Komparasi Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
1. Norliza 

Dolhan, 

Zarina 

Othman 

dan Nor 

Azizan 

Idris 

Forced 

Labour 

Trafficking 

and Human 

Security from 

Variegated 

Perspective 

 

Mengidentifikasi 

perdagangan 

manusia dan kerja 

paksa dari 

berbagai 

perspektif serta 

pengaruhnya 

terhadap 

keamanan 

manusia. 

Penelitian 

berfokus pada 

permasalahan 

perdagangan 

manusia dan 

kerja paksa 

secara global 

terhadap 

keamanan 

manusia 

Kurangnya 

pengawasan 

perekrut 

kerja, minimnya 

pengetahuan 

masyarakat dan 

sedikitnya 

kebijakan 

mendorong 

berlangsungnya 

perdagangan 

manusia dan kerja 

paksa. 

 

 

2. Miriam 

Wilhem, 

Alin 

Kadfak, 

Vikram 

Bhakoo, 

Kate 

Skattang 

 

Private 

Governance of 

Human and 

Labor Right in 

Seafood Suppy 

Chains – The 

Case of the 

Modern 

Slavery Crisis 

in Thailand 

 

 

Menganalisis 

efektivitas tata 

kelola pihak 

swasta dalam 

melindungi HAM 

dan pekerja 

melalui respon 

terhadap 

perbudakan 

modern di industri 

perikanan 

Thailand. 

Penelitian ini 

melihat 

bagaimana 

pihak swasta 

dalam 

melindungi  

HAM dan 

pekerja dalam 

bisnisnya di 

industri 

perikanan 

Thailand. 

Perlindungan 

HAM dan tenaga 

kerja masih 

ditentukan oleh 

apa yang 

dilakukan pihak 

swasta dalam 

memitigasi risiko 

dalam rantai 

pasokan 

bisnisnya.  

 

 

 

3. Peter 

Vandergee

st dan 

Melissa 

Marschke 

Beyond 

Slavery 

Scandal: 

Explaining 

Working\Cond

itions among 

Fish Workers 

in Taiwan and 

Thailand 

Mengidentifikasi  

perbaikan kondisi 

kerja di perikanan 

Taiwan dan 

Thailand melalui 

kebijakan, 

peraturan 

pemerintah, 

inspeksi serta 

memfasilitasi 

kemampuan 

pekerja untuk 

memperbaiki 

kondisi melalui 

tindakan individu 

dan kolektif. 

Penelitian ini 

berfokus pada 

perbandingan 

kondisi dan 

hubungan kerja 

perikanan 

Taiwan dan 

Thailand. 

Kondisi kerja 

industri perikanan 

membutuhkan 

perhatian khusus 

sehingga 

dikembangkan 

kerangka kerja 

eksplorasi tentang 

kondisi kerja serta 

peningkatan di 

perikanan 

Thailand dan 

tindakan yang 

membantu upaya 

peningkatan 

pekerja. 
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No Penulis Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
4. Rohanatul 

Maziyah 

Seafood Not 

Slave Food: 

Advokasi 

Aktivisme 

Transnasional 

untuk 

Mengakhiri 

Praktik 

Perbudakan 

Modern di 

Industri 

Perikanan 

Thailand 

Mendeskripsikan 

peran jaringan 

transnasional 

dalam 

mengadvokasikan 

praktik 

perbudakan 

modern yang 

terjadi di industri 

perikanan 

Thailand 

 

Penelitian ini 

berfokus pada 

kampanye 

kolektif jaringan 

advokasi 

transnasional 

melalui empat 

strategi politik. 

Advokasi kasus 

praktik 

perbudakan 

modern di industri 

perikanan oleh 

EJF melalui 

kampanye 

kolektif Seafood 

Not Slavefood 

dianggap berhasil 

dengan adanya 

ratifikasi 

pemerintah pada 

konvensi dan 

protokol ILO 

5. Joan P. 

Mileski, 

Cassia 

Bomer 

Galvao, 

Zaida 

Denise 

Foreste 

Human 

Trafficking in 

The 

Commercial 

Fishing 

Industry: A 

Multiple Case 

Study Analysis 

 

Mengidentifikasi 

kerangka kerja 

dalam memerangi 

perdagangan 

manusia dan kerja 

paksa industri 

perikanan dengan 

melihat pada 

hukun dan 

kebijakan 

beberapa negara. 

Penelitian ini 

berfokus pada 

hukum dan 

kebijakan 

beberapa negara 

terkait 

perdagangan 

manusia dan 

kerja paksa. 

Enam 

rekomendasi 

untuk memerangi 

perdagangan 

manusia dan kerja 

paksa di industri 

perikanan 

komersial yaitu: 

Menangani 

permasalahan 

gender; Perbaikan 

pada mekanisme 

pelaporan; 

Kerjasama antar 

negara dan 

berbagi data; 

Pencegahan dan 

penegakan; dan 

Kesadaran akan 

masalah 

perdagangan 

manusia di 

industri perikanan 

komersial. 

 

6. Junpa 

Marpaung 

Peran 

International 

Labour 

Organization 

(ILO) dalam 

Melindungi 

Pekerja Anak 

di Thailand 

Mendeskripsikan 

peran ILO dalam 

melindungi 

pekerja anak di 

Thailand Tahun 

2010-2014 

Penelitian ini 

befokus pada 

permasalahan 

pekerja anak. 

Peran ILO dalam 

menangani 

permasalahan 

pekerja anak di 

Thailand cukup 

efektif dengan 

adanya ratifikasi 

konvensi ILO  
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No Penulis Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
Tahun 2010-

2014 

oleh pemerintah  

dan terbentuknya 

kerjasama 

program Good 

Labour Practice 

dalam rangka 

mengatasi kasus 

pekerja anak. 

Sumber: Hasil Olah Data Penelit 

 Keenam penelitian terdahulu di atas secara umum membahas 

permasalahan pekerja terutama perbudakan modern, yaitu kerja paksa dan 

perdagangan manusia, termasuk mengenai peran organisasi internasional dalam 

menangani permasalahan pekerja. Penelitian di atas menunjukkan bagaimana 

respon dan tindakan berbagai pihak dalam menangani permasalahan yang terjadi 

khususnya mengenai perbudakan modern. Keenam penelitian tersebut juga 

membahas bagaimana pentingnya upaya dan peran pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan yang terjadi. 

 Pada penelitian ini akan berfokus pada organisasi internasional ILO dalam 

menangani masalah terkait dengan memilih rentang tahun 2015-2019. Tahun 

2015-2019 dalam penelitian ini dipilih dengan melihat pada respon dunia 

internasional setelah hasil investigasi The Guardian diungkap ke publik pada 

2014, di mana pada tahun 2015 Komisi Uni Eropa mengeluarkan kartu kuning 

yaitu peringatan formal berupa tahap pra-identifikasi terhadap industri perikanan 

Thailand. Kemudian pada 2019 Uni Eropa mencabut kartu kuning yang diberikan 

terhadap Thailand pada 2015 yang menunjukkan adanya perbaikan pada kondisi 

industri perikanan Thailand, tetai di tahun yang sama muncul desakan dari 

Jaringan Thai Seafood Working Group mengenai penanganan perbudakan modern 

di industri perikanan Thailand yang belum sepenuhnya menangani permasalahan 

yang terjadi. Penelitian ini akan melihat bagaimana kehadiran organisasi buruh 

internasional ILO dalam menangani perbudakan modern yang terjadi di industri 

perikanan Thailand dalam rentang waktu tersebut. 

 



13 
 

 
 

1.3 Rumusan Masalah 

 Perbudakan modern sebagai isu HAM di industri perikanan Thailand 

merupakan hal yang memprihatinkan, terlebih industri ini merupakan industri 

besar yang menjadi salah satu pembangun ekonomi Thailand. Kontribusi ILO 

sebagai organisasi buruh internasional dalam menangani permasalahan ini sangat 

penting mengingat industri perikanan menjadi salah satu fokus utama ILO dalam 

menciptakan lingkungan kerja dan pekerjaan yang layak. Sebagai organisasi 

internasional tentu ILO menjalankan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya, di 

mana fungsi ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik agar mendorong 

pemerintah dalam  mengambil tindakan yang tepat dalam upaya penyelesaian 

masalah yang terjadi. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka di 

rumuskanlah pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana fungsi ILO dalam 

menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand tahun 2015-2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

Mengeksplorasi fungsi ILO dalam menangani perbudakan modern di industri 

perikanan Thailand 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk informasi dalam studi 

ilmu Hubungan Internasional dengan kajian mengenai organisasi internasional 

yaitu ILO dan isu HAM dalam perbudakan modern. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi publik 

jika dibutuhkan mengenai fungsi ILO dalam menangani perbudakan modern di 
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industri perikanan Thailand sebagai salah satu permasalahan HAM terkait 

perburuhan dan faktor-faktor yang menghambat penanganan perbudakan modern 

di industri perikanan Thailand. 



 

  

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Konseptual 

 

  Pada bab 2 penelitian akan menjelaskan konsep dan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini. Konsep dan teori yang digunakan adalah konsep perbudakan 

modern, konsep hak asasi manusia dan teori fungsi organisasi internasional, di 

mana akan jelaskan juga keterkaitan konsep dan teori yang dipilih terhadap 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

2.1.1 Perbudakan Modern 

 

 Perbudakan didefinisikan sebagai hubungan di mana seseorang 

dikendalikan oleh orang lain melalui kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan 

psikologis dan telah kehilangan kehendak bebas dan kebebasan serta dieksploitasi 

secara ekonomi dan tidak mendapatkan bayaran apapun selain penghidupan 

(Bales, Trodd, & Williamson, 2009). Definisi perbudakan juga dijelaskan dalam 

Pasal 1 Konvensi Perbudakan 1926, yaitu, status atau keadaan seseorang yang 

kepadanya salah satu atau semua kekuasaan yang melekat ada pada hak 

kepemilikan dilaksanakan (PBB, 1926).  

 Perbudakan merupakan praktik eksploitatif yang telah berlangsung sejak 

lama yang turut berkembang seiring perkembangan zaman, di mana saat ini telah 

muncul istilah perbudakan modern terhadap bentuk-bentuk praktik eksploitatif 

yang terjadi di era modern.  Istilah perbudakan modern sendiri digunakan untuk 

mencakup semua bentuk praktik eksploitatif yang beberapa tahun terakhir



16 
 

 
 

 menjadi fokus global seperti perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan manusia 

yang semuanya telah didefinisikan dalam instrumen hukum internasional (Plant, 

2014). 

 Perbudakan modern sendiri dilihat sebagai bentuk lanjutan dari praktik 

perbudakan lama di era modern dengan beberapa karakteristik yang berbeda 

dengan perbudakan lama. Beberapa karakteristik tersebut adalah perbudakan 

modern bersifat global yang berarti bentuk perbudakan modern semakin mirip di 

mana pun itu terjadi, kemudian perbudakan modern secara umum bersifat 

kepemilikan ilegal dengan jangka pendek, hal ini berbeda dengan perbudakan 

lama dengan kepemilikan legal jangka panjang di mana seseorang dapat dijadikan 

budak permanen seumur hidupnya, selain itu perbudakan modern tidak lagi 

bergantung pada ras di mana ini sangat berbeda dengan praktik perbudakan lama 

yang menjadikan ras-ras tertentu sebagai budak (Bales, Trodd, & Williamson, 

2009). 

 Perbudakan modern dikategorikan menjadi beberapa bentuk, di mana 

terdapat empat bentuk perbudakan modern yang paling banyak terjadi secara 

global, yaitu: 

1. Chattel Slavery : Perbudakan barang merupakan bentuk perbudakan 

modern yang mirip dengan perbudakan lama, di mana seseorang 

ditangkap, dilahirkan ataupun dijual untuk dijadikan budak permanen. 

 

2. Debt Bondage Slavery : Perbudakan hutang dan kerja terikat merupakan 

perbudakan yang terjadi sebagai akibat dari seseorang yang menggunakan 

dirinya atau keluarga untuk bekerja sebagai jaminan hutang. 

 

3. Contract Slavery : Perbudakan kontrak berkembang pesat di era modern, 

di mana bentuk perbudakan ini menggunakan kontrak sebagai jaminan 

untuk pekerja tetapi pada kenyataannya para pekerja diperbudak. 

 

4. Forced Labour : Seluruh bentuk perbudakan merupakan kerja paksa, tetapi 

dalam definisi ini kerja paksa dikategorikan menjadi tiga bentuk, pertama 
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kerja paksa oleh negara atau angkatan bersenjata, kedua kerja paksa dalam 

bentuk eksploitasi seksual, terakhir kerja paksa dalam eksploitasi ekonomi 

(Bales, Trodd, & Williamson, 2009). 

Konsep perbudakan modern akan digunakan untuk menjelaskan bentuk 

perbudakan modern yang terjadi di industri perikanan Thailand, selain itu konsep 

ini berkaitan dengan konsep hak asasi manusia dan fungsi organisasi internasional  

yang akan digunakan dalam penelitian ini.  

 

2.1.2 Konsep Hak Asasi Manusia 

 

 Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang 

melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan, di mana hak ini tidak dapat 

dihilangkan, dicabut atau dilanggar, serta berlaku kapanpun dan di mana pun 

individu tersebut berada. HAM merupakan klaim moral yang diakui dalam hukum 

dan negara secara hukum berkewajiban dalam memastikan penghormatan, 

perlindungan dan pemenuhan HAM, serta dalam perlindungannya negara wajib 

mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga seperti perusahaan swasta, 

organisasi non pemerintah, kelompok paramiliter ataupun kelompok lainnya 

(Landman, 2013). 

 A.J.M Milne mendefinisikan HAM sebagai hak yang dimiliki seluruh 

umat manusia di segala waktu dan tempat tanpa memandang kebangsaan, agama, 

jenis kelamin, status sosial, kekayaan, atau perbedaan karakteristik etnis, sosial 

dan budaya. Milne menyatakan ada tujuh hak utama dalam HAM, yaitu: (Milne, 

1986) 

1. Hak untuk hidup 

2. Hak keadilan dalam bentuk perlakuan yang adil 

3. Hak untuk membantu 

4. Hak kebebasan dari campur tangan sewenang-wenang 

5. Hak perlakuan terhormat 

6. Hak kesopanan 



18 
 

 
 

 Pada bukunya Milne juga menjelaskan implikasi HAM sebagai standar 

minimum pada pelaksanaan hubungan internasional oleh pemerintah terutama 

sebagai negara anggota PBB. Berdasarkan keanggotaannya dalam komunitas 

internasional PBB, pemerintah nasional sebagai agen negara harus berkomitmen 

untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moralitas bersama dalam semua 

urusan satu sama lain melalui hak dan kewajiban yang mereka miliki dalam 

komunitas internasional (Milne, 1986). 

 Konsep HAM juga dijelaskan oleh Karel Vasak, di mana ia 

mengkategorisasikan HAM menjadi tiga generasi. Vasak menggagas ketiga 

generasi ini sebagai perumusan kebijakan yang menangani perkembangan 

kontemporer. Tiga generasi HAM menurut Vasak adalah sebagai berikut: (Vasak, 

1977) 

1. Generasi Pertama 

Generasi HAM pertama merupakan hak sipil dan politik seperti 

hak hidup, hak kebebasan, hak bebas dari penyiksaan, hak 

mendapat proses peradilan yang adil. Hak pada generasi pertama 

ini merupakan hak negatif yaitu hak yang memberikan kebebasan 

untuk tidak melakukan atau dipaksa oleh negara secara hukum. 

2. Generasi Kedua 

Generasi HAM kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya 

seperti hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas 

pendidikan, hak atas kesehatan. Hak yang ada pada generasi kedua 

ini merupakan hak positif yang berarti mensyaratkan peran aktif 

negara dalam pemenuhannya. 

3. Generasi Ketiga 

Generasi HAM ketiga adalah hak-hak solidaritas seperti hak atas 

perdamaian, hak atas pembangunan, hak-hak kelompok seperti 

imigran.  

 

  Perbudakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, di mana 

telah terdapat instrumen HAM internasional yang mengatur tentang perbudakan 
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diantaranya Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) yang 

tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi “Tidak seorang pun akan diperbudak, 

perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuk.” UDHR 

juga mengatur terkait hak-hak pekerja lainnya seperti yang tercantum dalam pasal 

24 mengenai waktu bekerja dan istirahat pekerja (Universal Declaration of Human 

Rights, 1948). Kemudian dalam International Covenant on Civil and Political 

Rights 1966  (ICCPR) pada pasal 8 (ICCPR, 1966) dan International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR) dalam pasal 7 (ICESC, 

1966). Perbudakan modern di industri perikanan Thailand merupakan isu HAM 

yang dialami oleh para pekerja, di mana berlangsungnya perbudakan modern telah 

menciptakan berbagai bentuk pelanggaran HAM, sehingga dalam penelitian ini 

konsep HAM digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana pelanggaran HAM 

yang dialami oleh para pekerja  di industri perikanan Thailand. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Fungsi Organisasi Internasional 

 Upaya dalam memberantas perbudakan di dunia sudah berlangsung sejak 

lama, hal ini dapat dilihat melalui Konvensi Penindasan Terhadap Orang-Orang 

yang Diperdagangkan dan Eksploitasi Terhadap Orang Lain dalam Resolusi 

Majelis Umum PBB No.317 (IV) pada 2 Desember 1949 yang kemudian menjadi 

sejarah diperingatinya Hari Penghapusan Perbudakan Internasional setiap tanggal 

2 Desember sejak 1986 (PBB, 2021). Fokus pada upaya penghapusan perbudakan 

ini telah menunjukkan bahwa HAM merupakan salah satu fokus utama komunitas 

internasional terutama organisasi internasional PBB.  

 Penelitian ini akan menggunakan teori fungsi organisasi internasional, di 

mana dalam penelitian penulis memilih organisasi buruh internasional ILO. 

Penulis memilih ILO dalam penelitian ini karena permasalahan perbudakan 

modern yang terjadi di industri perikanan Thailand merupakan pelanggaran 

terhadap HAM terutama hak-hak pekerja, di mana hal ini berkaitan dengan ILO 

sebagai organisasi buruh internasional di bawah naungan PBB yang memiliki 
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tujuan dalam mempromosikan hak-hak pekerja termasuk lingkungan kerja dan 

pekerjaan yang layak untuk semua. Kerja paksa sebagai salah satu praktik 

perbudakan modern telah menjadi fokus ILO sejak lama, hal ini terlihat melalui 

dua konvensi fundamental yang dimiliki organisasi ini, yaitu Konvensi Kerja 

Paksa 1930 (No.29) dan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa 1957 (No.105). 

 Organisasi internasional merupakan institusi dengan prosedur formal dan 

keanggotaan yang terdiri dari tiga atau lebih negara, di mana terdapat aturan yang 

berusaha mengatur hubungan antara negara anggota dan struktur formal yang 

menetapkan dan menegakkan aturan-aturan tersebut (Heywood, 2011).  

Organisasi internasional memiliki fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dengan 

baik terhadap anggotanya agar mencapai tujuan bersama yang telah disepakati 

oleh para anggota. Margareth P. Karns dan Karen A. Mingst menjelaskan fungsi 

organisasi internasional terbagi menjadi enam fungsi, yaitu: (Karns & Mingst, 

2015) 

1. Informasi 

Organisasi internasional berupaya dalam mengumpulkan, 

menganalisis, termasuk melakukan pertukaran data ataupun 

informasi. 

2. Forum 

Organisasi internasional menyediakan tempat untuk bertukar 

pendapat dan pengambilan keputusan, melalui forum inilah 

terdapat pertukaran informasi yang kemudian terjadi diskusi untuk 

mencapai suatu keputusan. 

3. Normatif 

Organisasi internasional berupaya dalam menentukan norma-

norma standar internasional. 

4. Pembuatan Peraturan 

Organisasi internasional membuat peraturan berdasarkan 

kesepakatan bersama yang mengikat secara hukum. 

5. Pengawasan Peraturan 
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Organisasi internasional melakukan pengawasan terhadap aturan 

yang telah disepakati dan mengambil langkah-langkah dalam 

penegakan aturan tersebut sehingga organisasi internasional dapat 

mempengaruhi negara anggota untuk mengambil tindakan dalam 

permasalahan agar dapat sesuai dengan aturan yang dibentuk. 

6. Operasional 

Organisasi internasional mengalokasikan sumber daya, 

memberikan bantuan teknis dan menyediakan kekuatan. 

Clive Archer juga menjelaskan teori fungsi organisasi internasional, di mana 

Archer menjelaskan bahwa fungsi organisasi internasional secara umum memiliki 

sembilan fungsi, yaitu: (Archer, 2001) 

1. Artikulasi dan Agregasi 

Organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi negara 

dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya. 

2. Norma 

Organisasi internasional memiliki peran sebagai aktor arena dan 

instrumen yang dapat memberikan kontribusi besar pada kegiatan 

normatif dalam sistem politik internasional. 

3. Rekruitmen 

Organisasi internasional memiliki fungsi penting dalam perekrutan 

anggota ataupun peserta dalam sistem politik internasional. 

4. Sosialisasi 

Fungsi sosialisasi pada organisasi internasional berupa upaya 

sistematis dalam mentransfer nilai-nilai yang telah ditentukan 

kepada seluruh anggota. 

5. Pembuat Peraturan 

Sistem internasional tidak memiliki lembaga pembuat aturan 

formal pusat seperti pemerintah dalam sistem politik domestik, 

sehingga pembuatan keputusan internasional dilakukan 

berdasarkan praktik seperti perjanjian atau organisasi internasional. 

6. Pelaksanaan Peraturan 
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Pelaksanaan peraturan dalam sistem internasional diserahkan 

kepada negara-negara berdaulat, dalam keadaan tertentu organisasi 

internasional dapat mengambil aspek pelaksanaan aturan yang 

telah dibentuk tetapi terkadang dalam prakteknya fungsi 

pelaksanaan peraturan ini hanya terbatas pada pengawasan 

pelaksanaan. 

7. Pengesahan Peraturan 

Organisasi internasional memiliki fungsi untuk mengesahkan 

peraturan dalam sistem internasional, tetapi fungsi ini tidak 

memiliki institusi yang bersifat wajib seperti pada sistem politik 

domestik. 

8. Informasi 

Organisasi internasional memiliki fungsi dalam melakukan 

pencarian, pengumpulan, pengolahan serta penyebaran informasi. 

9. Operasional 

Organisasi internasional memiliki fungsi operasional yang sama 

seperti pada pemerintahan, seperti ILO sebagai organisasi buruh 

internasional yang membantu menangani permasalahan terkait 

buruh. 

Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada 6 fungsi organisasi internasional 

menurut Cliver Archer, yaitu fungsi norma, rekruitmen, sosialisasi, pembuat 

peraturan, pelaksanaan peraturan, dan operasional.   

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini akan berfokus pada ILO sebagai organisasi buruh 

internasional dalam menangani permasalahan terkait perburuhan di mana akan 

menjawab permasalahan utama yaitu Fungsi ILO dalam Menangani Perbudakan 

Modern di Industri Perikanan Thailand dalam kurun 2015-2019. Penulis akan 

dibantu dengan konsep yang dijabarkan dalam kerangka pikir.  
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 Fungsi organisasi internasional yang digunakan adalah enam fungsi 

menurut Clive Archer yaitu fungsi norma, rekruitmen, sosialisasi, pembuat 

peraturan, pelaksanaan peraturan, operasional. Fungsi norma akan melihat 

bagaimana ILO membawa nilai dalam mengenai keadilan sosial dan HAM 

pekerja serta promosi lingkungan kerja dan pekerjaan yang layak. Fungsi 

rekruitmen akan melihat bagaimana ILO mengajak pihak-pihak lain untuk ikut 

serta dalam menangani permasalahan perbudakan modern yang terjadi di industri 

perikanan Thailand melalui sebuah kerjasama, hal ini selaras dengan struktur 

tripartit yang dimiliki ILO. Fungsi sosialisasi akan melihat bagaimana ILO 

sebagai organisasi buruh internasional mentransfer nilai-nilai mengenai promosi 

HAM terutama bagi pekerja dalam mewujudkan lingkungan pekerjaan dan 

pekerjaan yang layak bagi semua kepada negara anggotanya, dalam hal ini adalah 

Thailand terkait permasalahan perbudakan modern. 

 Fungsi pembuat dan pelaksanaan peraturan berkaitan erat satu sama lain, 

di mana organisasi internasional membentuk peraturan-peraturan yang harus 

dipatuhi oleh para anggota, kemudian organisasi internasional memastikan 

peraturan yang telah disepakati tersebut dilaksanakan oleh para anggota. Fungsi 

pembuat peraturan ini terlihat pada konvensi yang dibentuk oleh ILO dalam upaya 

menangani isu perbudakan modern. Fungsi operasional akan digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana ILO membantu menangani permasalahan perbudakan 

modern yang dialami oleh para pekerja di industri perikanan Thailand. 

 Fungsi-fungsi tersebut akan dilihat pelaksanaannya melalui konvensi dan 

program strategis terkait dalam upaya menangani perbudakan modern di industri 

perikanan Thailand. Penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana perbudakan 

modern yang terjadi di industri perikanan Thailand melalui konsep perbudakan 

modern dan HAM pada penelitian ini. Fungsi menangani dalam penelitian ini 

akan melihat pada perubahan ataupun penyelesaian terkait permasalahan 

perbudakan modern yang terjadi, sehingga penulis merumuskan alur pemikiran 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu tipe penelitian untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu, atau kelompok 

yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif 

dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek tertentu (Cresswell, 2013).  

Penelitian kualitatif sendiri mengidentifikasi fenomena sosial dari berbagai 

perspektif dan menghasilkan sebuah deskripsi sebagai hasil analisis untuk 

mendapatkan makna sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif 

akan lebih berupa pada kata-kata, gambar atau objek dan bukan angka-angka 

(Lapan, Quartaroli, & Riemer, 2011).  

 

3.2 Fokus Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada fungsi ILO dalam menangani perbudakan 

modern di industri perikanan Thailand pada periode tahun 2015-2019. Penulis 

melihat bagaimana ILO sebagai organisasi buruh internasional dalam menangani 

permasalahan terkait perburuhan, di mana dalam penelitian ini adalah pelanggaran 

HAM yang dialami oleh para pekerja di industri perikanan Thailand melalui 

perbudakan modern. Pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi internasional yang 

telah dipilih sebagai fokus dalam penelitian ini yaitu fungsi norma, rekruitmen, 

sosialisasi, pembuat peraturan, pelaksanaan peraturan, dan operasional akan 

dilihat melalui konvensi dan program strategis ILO yang berkaitan dengan isu 
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yang diangkat dalam penelitian, kemudian penulis menganalisis bagaimana fungsi 

ILO menggunakan konsep dan teori yang telah dipilih dalam penelitian ini. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dalam 

bentuk tertulis dan tidak tidak tertulis terkait mengenai perbudakan modern dan 

kondisi di industri perikanan Thailand yang bersumber dari e-book, jurnal dan 

artikel resmi, rekaman arsip, surat kabar termasuk video dokumenter. Video 

dokumenter sebagai salah satu sumber data kondisi perbudakan modern di industri 

perikanan Thailand penulis peroleh dari video investigasi yang dipublikasikan 

oleh The Guardian pada kanal youtube resmi The Guardian yang berjudul, “Slave 

ships & supermarkets: Modern Day slavery in Thailand, Guardian 

Investigations”; “Slavery, murder & suicide in Thailand’s fishing industry”; dan 

“Slavery at sea: Thai fishing industry turns to trafficking”. Penulis juga 

menggunakan data berupa laporan resmi ILO melalui laman ilo.org, publikasi 

Pemerintahan Thailand melalui mfa.go.thai dan fisheries.go.th,  laporan organisasi 

EJF melalui ejfoundation.org, publikasi resmi media internasional The Guardian 

melalui theguardian.com, dan laman resmi lainnya seperti globalslaveryindex.org, 

hrw.org dan shiptoshorerights.org. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, 

yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik 

pengumpulan data yang mencari informasi relevan yang berkaitan dengan 

penelitian berdasarkan buku, jurnal, artikel, makalah dan surat kabar. 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, dokumen sekunder, dan 

hasil laporan dari media, selain itu penelitian ini juga menggunakan data berbasis 

internet yang relevan dengan topik penelitian atau informasi terkait peristiwa 

tertentu yang dapat mendukung hasil penelitian. 
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 Hambatan pada pengumpulan dan data yang digunakan terletak pada data 

resmi mengenai jumlah pekerja terutama korban perbudakan modern di karenakan 

sebagian besar pekerja di industri perikanan merupakan migran ilegal yang 

diperdagangkan di atas laut sehingga tidak teridentifikasi dalam data resmi, selain 

itu belum ada data pasti mengenai jumlah total seluruh pekerja industri perikanan 

Thailand yang berada di lautan lepas. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknis analisis data deduktif, di mana pada 

teknik ini paragraf yang dipaparkan akan dijelaskan secara umum atau ide pokok 

paragraf di awal akan ditarik mengerucut sampai menghasilkan sebuah 

kesimpulan pada bagian akhir secara khusus. Penulis menganalisis serta 

menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini berdasarkan data yang 

telah diperoleh dan menghubungkannya dengan konsep dan teori yang akan 

digunakan.



 
 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Publikasi  media global The Guardian pada 2014 mengenai praktik 

perbudakan modern di industri perikanan Thailand telah menempatkan Thailand 

sebagai sorotan dunia internasional selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah 

Thailand didesak untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi seiring 

diturunkannya peringkat Thailand pada laporan TIP oleh Amerika Serikat dan 

peringatan formal pra-identifikasi IUU Fishing oleh Komisi Uni Eropa. 

Pemerintah Thailand telah melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan 

permasalahan perbudakan modern di industri perikanan dengan melakukan 

amandemen pada undang-undang dan peraturan nasional, tetapi upaya yang telah 

dilakukan pemerintah ini dianggap masih sangat kurang untuk menangani 

perbudakan modern yang terjadi di industri perikanan. 

 Melihat dari belum berhasilnya upaya pemerintah dalam menangani 

permasalahan yang terjadi serta berbagai desakan yang terus diberikan kepada 

Thailand, kehadiran organisasi buruh internasional ILO sangat dibutuhkan untuk 

membantu menangani permasalahan yang dialami oleh negara anggotanya. ILO 

hadir untuk menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional dalam 

mewujudkan keadilan sosial, promosi HAM serta memastikan kondisi kerja yang 

layak untuk semua serta membentuk standar internasional sebagai norma yang 
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wajib dipatuhi.  Melalui berbagai upaya yang dilakukan dalam membantu 

menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand, ILO telah 

melaksanakan fungsinya sebagai organisasi internasional. 

 ILO melaksanakan enam fungsi organisasi internasional dalam menangani 

perbudakan modern di industri perikanan Thailand. Pertama, ILO  melaksanakan 

fungsi norma dengan membawa norma mengenai kondisi kerja dan lingkungan 

kerja yang layak untuk semua sesuai dengan mandat normatif pembentukannya 

sebagai organisasi buruh internasional ke dalam kebijakan dan program 

internasional yang telah dibentuk agar norma-norma tersebut dapat ditaati oleh 

Thailand sebagai negara anggotanya. Kebijakan dan program internasional berupa 

Konvensi Kerja Paksa 1930, Protokol tahun 2014 atas Konvensi Kerja Paksa 

1930, Konvensi Bekerja di Perikanan 2007 dibentuk dengan membawa norma 

terkait kondisi kerja dan lingkungan kerja yang layak menjadi bukti pelaksanaan 

fungsi pembuat peraturan oleh ILO di mana juga didukung dengan pembentukan 

program GAPfish dan Ship to Shore RIghts dalam menangani perbudakan modern 

di industri perikanan Thailand. Pada pelaksanaan konvensi dan program tersebut 

ILO melakukan pengawasan pada penerapan serta memberikan rekomendasi dan 

panduan kepada pemerintah Thailand sebagai bentuk pelaksanaan fungsi 

pelaksanaan peraturan organisasi internasional. 

 Upaya ILO dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan 

Thailand juga didukung dengan keterlibatan berbagai pihak dalam bentuk 

kerjasama melalui program yang telah dibentuk untuk mendukung penanganan 

perbudakan modern di industri perikanan Thailand. Keterlibatan berbagai pihak 

dalam program ILO merupakan pelaksanaan fungsi rekruitmen dalam melibatkan 

berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam sistem politik internasional termasuk 

dalam upaya menangani permasalahan terkait perburuhan yaitu perbudakan 

modern di industri perikanan Thailand. Fungsi sosialisasi telah dilaksanakan oleh 

ILO seiring terlaksananya fungsi norma, pembuat peraturan, pelaksanaan 

peraturan dan rekruitmen, dalam hal ini ILO berupaya mentransfer norma-norma 

yang dibawa melalui kebijakan dan program internasionalnya dengan tujuan 

mendorong komitmen Thailand untuk mematuhi norma standar internasional yang 
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berdampak pada upaya dalam menangani perbudakan modern di industri 

perikanan Thailand. 

 Pelaksanaan fungsi operasional oleh ILO yaitu membantu Thailand 

sebagai negara anggotanya dalam menangani perbudakan modern di industri 

perikanan dilihat melalui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang 

terjadi di industri perikanan Thailand ini juga menunjukkan hasil pelaksanaan 

fungsi-fungsi organisasi internasional lainnya oleh ILO, di mana pemerintah 

Thailand telah menegaskan komitmennya untuk mematuhi norma standar 

internasional melalui ratifikasi Protokol tahun 2014 atas Konvensi Kerja Paksa 

1930 pada 2018 dan Konvensi Bekerja di Perikanan 2007 pada 2019.  Pemerintah 

juga telah melakukan berbagai amandemen dalam hukum nasionalnya untuk 

menyelaraskan pada ketentuan dalam konvensi terkait yaitu Konvensi Kerja Paksa 

1930, Protokol tahun 2014 atas Konvensi Kerja Paksa 1930 dan Konvensi Bekerja 

di Perikanan. 

 Penyelarasan hukum nasional Thailand terhadap pelaksanaan konvensi 

dan protokol tersebut yaitu Hukum Acara Pidana No.34 tahun 2019 untuk 

mencegah pemalsuan tuntutan majikan terhadap pekerja, Dekrit Darurat 

Amandemen Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia 2008 & 2019, Peraturan 

Menteri tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perikanan B.E.2557 (2014), dan 

Ordonansi Kerajaan tentang Aturan Membawa Pekerja Migran ke Thaialand 

untuk Bekerja B.E 2559 (2016). Pemerintah juga berupaya merumuskan undang-

undang terkait perlindungan pekerja di industri perikanan yang diselaraskan 

dengan Konvensi Bekerja di Perikanan 2007 yang telah diratifikasi pada Januari 

2019. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak juga telah dilakukan 

Thailand melalui program GAPfish dan Ship to shore rights yang dibentuk oleh 

ILO, di mana pemerintah juga menyatakan akan terus bekerja sama dengan ILO 

dalam upaya menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand. 

 ILO telah menjalankan enam fungsinya sebagai organisasi internasional 

dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand pada 2015-

2019, di mana keenam fungsi tersebut berhasil dilaksanakan oleh ILO melalui tiga 

instrumennya yaitu Konvensi Kerja Paksa 1930, Protokol tahun 2014 atas 
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Konvensi Kerja Paksa 1930 dan Konvensi Bekerja di Perikanan 2007 serta 

program strategisnya yaitu GAPfish dan Ship to Shore Rights termasuk pertemuan 

tripartit yang diadakan pada 2017 dalam mendiskusikan permasalahan terkait 

nelayan migran termasuk perbudakan modern di industri perikanan Thailand. 

 Meskipun pelaksanaan fungsi ILO telah terlaksana penuh tetapi 

keberhasilan fungsi dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan 

Thailand tentu masih bergantung dengan kemauan dan komitmen Thailand 

terutama para pemilik usaha di industri perikanan Thailand untuk mematuhi 

norma standar internasional. Pemerintah Thailand harus menegaskan norma 

standar internasional terkait melalui penyelarasan hukum nasionalnya serta para 

pemilik usaha di industri perikanan harus mematuhi peraturan yang ada dalam 

mewujudkan kondisi kerja dan lingkungan kerja yang layak di industri perikanan 

Thailand. 

 

5.2 Saran 

 Hasil penelitian ini menunjukkan industri perikanan Thailand telah 

bergerak menuju perubahan yang lebih baik dengan adanya ratifikasi pada 

instrumen ILO sebagai standar internasional, penyelarasan hukum nasional 

Thailand dengan ketentuan konvensi, serta program-program strategis ILO yang 

membantu dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan. Namun, 

masih ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam menangani 

perbudakan modern di industri perikanan Thailand, seperti belum tersedianya 

informasi resmi terkait jumlah pekerja terutama korban perbudakan modern di 

industri perikanan Thailand, hal ini sangat berpengaruh dalam upaya penanganan 

perbudakan modern terutama untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai data 

lapangan untuk membantu dalam pembentukan aturan atau kebijakan dalam 

mencegah dan menangani perbudakan modern.  

 Penulis dalam penelitian ini memberikan saran mengenai pentingnya 

ketegasan organisasi terkait serta pemerintah dalam menegakkan aturan atau 

hukum terkait hak pekerja industri perikanan. Kerjasama dengan berbagai pihak 
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terutama negara dengan organisasi terkait harus dipertahankan serta diperluas 

dengan jangka waktu yang panjang. Pemerintah Thailand juga harus mengambil 

langkah yang lebih signifikan dalam memastikan kondisi kerja yang layak pada 

industri perikanan, serta melakukan investigasi dan pengawasan yang lebih 

mendalam untuk mempermudah identifikasi praktik perbudakan modern yang 

sampai saat ini masih berlangsung.  
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